Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :78/MPP/Kep/3/2001.
TENTANG
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (P SP M)
BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 perlu menetapkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM)
Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara
No. 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara
No. 3952);

4. Keputusan Presiden RI Nomor 234/M Tahun 2000 tentang
Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 - 2004;

¢



Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Rl

Nomor : 78 /MPP/Kep/3/2001.

5. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI
Nomor 172 Tahun 2000;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tugas Departemen;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang
Organisasi dan Tatakerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA . Memberlakukan Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Bidang
Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

KEDUA :  Pedoman ini merupakan acuan setiap Propinsi untuk menetapkan standar
pelayanan minimal di bidang Perindustrian dan Perdagangan di
Kabupaten/Kota, sesuai dengan Daerah masing-masing.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DitetapkandiJakarta
Pada tanggal 2 Maret 2001.

MENTERI PERINDUSTRIAN
—-"‘L%DAN PE GANGANRIL

LUHUT B. PANDJAITAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Para Gubernur seluruh Indonesia;

Ketua DPRD Tingkat I Seluruh Indonesia;

Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag;
Kepala Dinas Perindag di Propinsi;

Kepala Dinas Perindag di Kabupaten/Kota;
Pertinggal

QWb LN -

¢ olonomi skpspm



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR  :78/MPP/Kep/3/2001.
TANGGAL : 2 Maret 2001.

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (PSPM) BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.

KEWENANGAN WAJIB

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

NILAI

KETERANGAN

Pemberian Izin Usaha Industri
(1U1)

Pemberian Tanda Pendaftaran
Tipe (TPT) Kendaraan Ber-
motor untuk keperluan Impor
dan kendaraan bukan baru.

Pcnerbitan [ U |

Penerbitan TPT Kendaraan
Bermotor

Waktu proscs

Waktu proses

14 hari kenja

5 hari kerja

- Scjak permohonan diterima dengan
lengkap dan benar (untuk yang tanpa
persetujuan prinsip)

- Pcmcriksaan ke lokasi perusahaan

- Sejak dikeluarkannya Berita Acara
Pemeriksaan (untuk yang melalui
persetujuan prinsip)

- IUI diberikan bagi jenis industri yang
nilai invcstasi perusahaan seluruhnya
diatas Rp 200 juta tidak tcrmasuk
tanah dan bangunan tempat usaha.

- Sejak permohonan diterima dengan
lengkap dan benar serta wajib mem-
bentuk jaringan on line.

- SK. Menpcrindag No. 276/1999

- SK. Ditjen ILMEA No. 027/SK-DJ.
ILMEA/XI1/1999

- Dilimpahkan kepada Kanwil Deppe-
rindag vang telah :

* Mcnyediakan fasilitas Internct
vang dapat berhubungan dengan
situs (Wcbsite) di Ditjen ILMEA

* Tenaga yang ditunjuk dan mc-
mahami tcknik kendaraan ber-
motor.

* Tenaga yvang ditunjuk dan mampu
dalam pengeopcerasian komputer.




NO.

KEWENANGAN WAJIB

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

NILAI

KETERANGAN

(73

¥ 3

Pemberian Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual)
dan Kartu Jaminan / Garansi
dalam Bahasa Indoncsia bagi
Produksi Elcktronika

Pcmberian Tanda Daftar In-
dustri (TDI)

Pemberian Surat Izin Usaha
Perdagangan ( SIUP )

Penerbitan Tanda Pendaftaran
Pctunjuk Penggunaan (Manual)
dan Kartu Jaminan/ Garansi
dalam Bahasa Indoncsia bagi
Produksi Elckronika

- Penerbitan TDI

Pcngawasan

Monitoring dan Evaluasi

- Pclaporan

- Pencrbitan Surat Izin Usaha
Pcrdagangan ( SIUP )

Pcnundaan Penerbitan SIUP

Waktu proscs

- Waktu proscs

Domisili
Bidang Usaha
Frekwensi
Lingkungan

Kapasitas Produksi
Tenaga kcrja
Standardisasi

- Tcknologi dan
Desain

Laporan produksi dan
ckspor

Waktu proscs

Waktu proscs

5 hari kerja

- Maksimal 14
sctclah dokumen
lengkap dan benar

- Tanpa biayva

- Sclama beropcrasi

- Kesesuaian

- Kcsesuaian

- 2 x1 tahun

- Kadar Pencemaran

I x | tahun

1 x I tahun

mak 35 hari

mak S hari

Scjak permohonan diterima dengan
lengkap dan benar

- Dasar Hukum dan Acuan penerbitan
TDI adalah SK Menperindag Nomor:
589/MPP/Kep/10/1999, 590/MPP/
10/1999 Jo. No. 233/MPP/Kcp/6 /2000

- Mcngisi Form
Pdf I - IK dan Pdf III - IK

- Kcrjasama Pusat dan Dacrah

- Dacrah melaporkan kepada Ditjen

IKDK

Sctclah persyaratan Iengkap dan benar

Apabila pengisian SP-SIUP dan dokumen
kclengkapannya belum  Iengkap dan
benar
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. NO.

KEWENANGAN WAIJIB

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

NILAI

KETERANGAN

Pemberian Tanda Daftar
Organisasi Usaha Niaga /
Assosiasi DPD Kab / Kota

Pemberian Izin Usaha Scwa
Beli ( Hirc-Purchasc )

- Pcnolakan Pencrbitan SIUP

- Pecncatatan SIUP Kantor
Cabang

- Pencatatan SIUP Kantor
Perwakilan

- Pencatatan laporan kegiatan
usaha pemegang SIUP :
* SIUP Kecll
* SIUP Mcnengah dan Besar

- Pemberian sanksi :
* Pcringatan tertulis
* Pembekuan SIUP

* Pcncabutan SIUP dengan
nenerbitkan SK

Pcnerbitan Tanda Daftar
Organisasi Usaha Niaga /
Assosiasi DPD Kab/Kota.

Pcnerbitan Izin Usaha Scwa
Beli ( Hire-Purchasc ).

Waktu proscs

Waktu proscs

Waktu proscs

- Waktu pencatatan
- Waktu pencatatan

Frckucnsi
Jangka waktu

Jangka waktu

frckucnsi

Waktu proscs

Waktu proscs

mak 3 hari

maks 3 hari

maks 3 hari

| kali/tahun
2 kali/tahun

3 kali
6 bulan

Sampai ada putusan

per adilan yang
berkuatan tetap
I kali

mak 3 hari

mak 3 hari

Apabila pemohon tidak melakukan
perbaikan dan melengkapi persvaratan.

Scjak diterima laporan dan dokumen
vang lengkap dan benar

Scjak diterimanya laporan dan dokumen
vang lengkap dan benar

Tiap tanggal 31 Januari
Tiap tanggal 31 Januari dan Juli

Tenggang waktu | bulan
Apabila tidak mengindahkan peringatan
tcrtulis

Apabila scdang diperiksa disidang
pengadilan

Apabila perusahaan tidak mclakukan
perbaikan sctclah diberikan peringatan
tertulis dan melewati batas waktu
pembckuan.

Sctelah persyaratan lengkap dan benar

Sctelah persyaratan Iengkap dan benar

‘el



' NO.

kebutuhan pokok

an bahan pokok

- Pcmantauan pengadaan
penvaluran, stok kebutuhan
pokok

- Koordinasi pemeccahan
masalah distorsi distribusi
bahan pokok

- Laporan pcmantauan
bahan kcbutuhan
pokok

- Rapat koordinasi

| kali/tahun

I kali/minggu

KEWENANGAN WAJIB JENIS PELAYANAN INDIKATOR NILAI KETERANGAN
|
8. Pemberian Tanda Daftar Pcncrbitan Tanda Daftar Usaha | Waktu proscs mak 3 hari Sctelah persyaratan lengkap dan benar
Usaha Waralaba Lokal. Waralaba Lokal
9. Pcmberian Tanda Daftar Pencrbitan Tanda Daftar Ke- Waktu proscs mak 3 hari Sctclah persyaratan lengkap dan benar
Keagenan Produksi Dalam agcnan Produksi Dalam Negeri
Negeri
10. | Pemberian Surat Izin Usaha | Penerbitan SIUP - MB untuk | Waktu proscs mak 3 hari Sctclah persyaratan lengkap & benar
Perdagangan Minuman Ber- pengeccr/penjual langsung/hotel
alkohol (SIUP MB) berbintang
11. | Pemberian Tanda Daftar - Pencrbitan TDG Waktu proscs mak 7 hari Sctclah daftar isian permohonan dan
Gudang (TDG) dengan luas persyaratan lengkap & benar
<2500 M2
- Pcnolakan Waktu proscs mak 7 hari Apabila daftar isian dan persyaratan
tidak lengkap dan tidak benar
12. | Pemberian Tanda Daftar Pcnerbitan Tanda  Daftar Waktu proscs mak 2 hari Sctclah persvaratan lengkap & benar
LPKSM LPKSM
13. | Rekomendasi Izin Usaha Pasar | Penerbitan / penolakan Waktu proscs mak 5 hari Sctelah persyaratan lengkap & benar
Modern
14, [ Pemantauan distribusi bahan [ - Pcnyusunan prognosa kebutuh | - Buku prognosa | kali/tahun

Dapat dipcrcepat sesuai kebutuhan

4



- NO.

KEWENANGAN WAJIB

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

NILAI

KETERANGAN

16.

Memberikan Pengakuan Eks-
portir Terdaftar Kayu Cenda-
na (ETKC)

a. Rekomendasi dan penectap-
an pelabuhan vang terbuka
untuk perdagangan luar
negeri.

- Pcnerbitan pengakuan ETKC

1. Penelitian Persyaratan
- Umum

- Administrasi

Waktu proscs

5 hari kerja tanpa

biaya

Persvaratan
Mengajukan permohonan dengan
melampirkan :

- SIUP/TDUP atau Surat 1zin Usaha dari

Dep. Teknis/Lembaga Non Dep.

Berdasarkan Pcrundang-undangan yang

berlaku

- TDP

- NPWP

- Akte pendirian perusahaan

- Rekomendasi Bupati asal kayu
ccndana

Persvaratan Umum

I Meningkatkan pertumbuhan dan
pcrkembangan ckonomi daerah

2. Kepentingan pengembangan angkut
an laut.

3 Pengembangan kepentingan ekonomi
nasional

Persyaratan Administrasi

| Status pelabuhan adalah pelabuhan
umum atau pelabuhan khusus.

2. Rckomendasi dari Menperindag
sesuai masukan dari Kakanwil
Depperindag sctempat.

3 Rckomendasi dari Menkeu sesuai
usulan Kakanwil Beca dan Cukai
sctempat.
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NO.

KEWENANGAN WAIJIB

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

NILAI

KETERANGAN

17.

b. Mendorong usaha pening-
katan ckspor daerah.

Kerjasama Ekonomi Sub Re-
gional

2. Pemberian reckomendasi

Bimbingan dan penyuluhan

- Pengembangan KESR

- Pelaksanaan Pcrjanjian
Perdagangan Lintas Batas

Waktu proscs

Frckwensi pclaksanaan

Waktu proscs

| Nilai transaksi
dagang (Rp/bln)

2 Jumlah komoditi

3 Jumlah tradc point

4 Jumlah dan kapa-
sitas sarana dan
prasarana

15 hari kerja

Minimal 1 kali scbulan

6 bulan

Ditctapkan
keputusan dari masing-
masing da- crah

4 Rckomendasi Gubernur KDH Tk.I
sctcmpat.

5 Rckomendasi Kepala Kantor
Pclabuhan sctempat

- Mclakukan koordinasi dengan instansi
terkait di dacrah dalam mencari po-
tensi masing-masing dacrah yang
akan dikecrjasamakan

- Pemerintah pusat menjadi koordinator
dan fasilisator kcbijakan pengemba-
ngan KESR sccara nasional karena
anggota KESR merupakan pengga-
bungan dari beberapa daerah.

- Mcnyiapkan sarana dan prasarana
untuk menunjang border trade.

Pcmerintah  pusat mcenvusun  bentuk
perjanjian  perdagangan lintas  batas
dengan mempcerhatikan usulan dari sctiap
dacrah perjanjian tersebut antara lain
berisi :

- Nilai transaksi

- Jenis komoditi

0O
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. NO.

KEWENANGAN WAIJIB

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

NILAI

KETERANGAN

18.

Pengarahan Dokumen Upaya
Pengelolaan Lingkungan
(UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan
(UPL) yang berifat sclf
assesment dari dunia usaha
scbagai persyaratan [zin
Usaha Tetap

- Penyclesaian scngketa

Penerbitan Rekomendasi 1zin
Usaha Tetap

Jumlah penycelesaian
100% jumlah sengkcta

Waktu proses

Tergantung jenis kasus
nva.

14 hari tanpa biava

- Penyclesaian sengketa vang bersifat

lokal

- Pcnyclesaian sengketa yang bersifat

Didalam  memberikan ~ pengarahan

nasional mcrupakan kewenangan
Pemerintah Pusat

mengacu kepada :

Edaran Pclaksanaan Dokumen UKL

danUPL Nomor 287/BPPIP-SWDLH

/V1/2000 dengan ketentuan:

- untuk infestasi diatas | milvar ru-
piah baik fasilitas maupun non fasi-
litas diarahkan oleh Kanwil Dep.
perindag sctempat.

- untuk infestasi dibawah | milyar
rupiah baik fasilitas maupun non
fasilitas diarahkan oleh Kantor
Dcpperindag  Kabupaten / Kodya
sctempat.

Surat Edaran Pclaksanaan Penilaian
Dokumcn ANDAL (ANDAL, RKL/
RPL dan UKL/UPL dan DPL) No-
mor 428/ BPPIP- SDWLH /1X/00
tanggal 4 September 2000 yang

mencakup Materi Teknis Pengarahan.
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' NO.

KEWENANGAN WAIJIB

g
JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

NILAI

KETERANGAN

1

19.

20.

21.

Industri Pestisida

Industri Pupuk

Industri Bahan Peledak

Pencrbitan Izin Usaha Industri

Penerbitan Izin Usaha Industri

Pcmberian izin

Waktu proscs

Waktu proscs

- Waktu proscs

14 hari

14 hari tanpa biaya

- Maks 14 hari sctclah
dokumen lengkap dan
benar

- Tanpa biava

- Sclama beroperasi

- Untuk industri yang akan berdiri di-
perlukan rckomendasi dari Komisi
Pestisida.

- Peredaran dan pengawasan olch
Komisi Pestisida

- Industri Pestisida diperlukan Nomor
pendaftaran pestisida vang tercan-
tum pada SK. Menteri Pertanian.
mengenai pendaftaran dan pembe -
rian izin bahan aktif pestisida atau
izin sementara formulasi pestisida.

- lzin industri yang akan berdiri perlu
rckomendasi Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian Dep. Pertanian
serta peredaran dan pengawasannya

- Industri pupuk diperlukan :

I Surat keterangan uji laboratorium
vang diakreditasi

2 Surat ketcrangn uji lapangan dan
Nomor pendaftaran dari Dep. Per-
tanian

- vang mendapat izin adalah Badan
Usaha/industri yang mendapat rekomen
dasi dari Dcp. Pertahanan

- Untuk penyimpanan dan distribusi
dilakukan olch perusahaan vang ditun-

Juk olch pemerintah cq. Dep. Pertahan
an

- Tembusan izin ke Ditjen IKAH




NO.

KEWENANGAN WAJIB

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

NILA]

KETERANGAN

P22,

23.

P24

26.

Industri Pcrectakan Uang

Industri Percetakan khusus
(perangko, Metcrai, Surat

Berharga, Bank Indonesia,
Paspor)

Industri Crumb Rubber

Industri Pengelolaan Kayu

Industri Minuman Beralkohol

Penerbitan izin

Pcnerbitan izin

Pcncrbitan lzin

Pcnerbitan 1zin Usaha Industri

Pencrbitan Izin Usaha Industri

- Waktu proscs
- Biava
- Masa berlaku

- Waktu proscs

- Biaya
- Masa berlaku

- Waktu proscs
- Biayva
- Masa berlaku

- Waktu proscs
- Biayva
- Masa berlaku

- Waktu proses
- Biava
- Masa berlaku

- Maks 14 hari sctclah
dokumen lengkap dan
benar

- Tanpa Biava

- Sclama beroperasi

- Mak 14 hari sctclah
dokumen lengkap
dan benar

- Tanpa biaya .

- Sclama beropcerasi

-Mak 14 hari sctclah
dokumen Iengkap
dan benar

- Tanpa biaya

- Sclama beropcrasi

14 hari setclah
dokumen lengkap dan
benar

- Tanpa biaya

- Sclama beropcrasi

- 14 hari sctclah doku-
men lengkap dan
benar

- Tanpa biaya

- Sclama beroperasi

- Wajib mendapat izin  dari Botasupal
dan persctujuan Bank Indongsia

- Reckomendasi Ditjen IKAH

- Wajib mendapat izin opcrasional dari

Botasupal - Bakin
- Rckomendasi Ditjcn IKAH

- Perlu rckomendasi Jamiman bahan
baku karct (Bokar) Ditjen Perkebu-

nan

- Tembusan izin ke Ditjen IKAH

Untuk kayu lapis, penggergajian kayu,
pengclohan kayu hilir diperlukan surat
jenis bahan baku dari Dep. Kchutanan

./Dinas Kchutanan.

- Pada Daftar Negatif Investasi ( DNI )
tertutup bagi PMA dan PMDN.

- Pencrbitan lzin diperlukan  hanya
untuk industri vang pindah lokasi

atau pindah kepemilikan .
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NO.

KEWENANGAN WAJIB

JENIS PELAYANAN

INDIKATOR

NILALI

KETERANGAN

27.

28.

Pemberian  Surat Tanda
Pcngenal Perusahaan STPPET
(Produsen)

Pemberian Sertifikat Produk
SNI vang tidak tcrkait dengan
keschatan, kecamanan. kescla-

matan umum, lingkungan dan
norma

Pencrbitan izin Usaha Industri

Penerbitan  Scrtifikat Produk
SNI vang tidak tcrkait dengan
kesehatan, kcamanan, kescla-

matan umum. lingkungan dan

norma

- Waktu proscs
- Biaya
- Masa berlaku

Waktu proscs

- Mak 5 hari setclah
dokumen lengkap
dan benar

- Tanpa Biaya

- Sclama beropcrasi

14 hari

- Dipcrlukan  rckomendasi  dari
DJIKAH vang dilengkapi dengan
Berita Acara Pemcriksaan (BAP)

Pemberian STPPET harus ada clear-
ence (erlebih dahulu  dari Perpajakan,

Pcrbankan. Bapcksta, Ditjen Bea dan

Cukai.

Sctelah persvaratan lengkap dan benar

c/otonomislam-pspm
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